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ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the creation of
an information system that is able to improve the efficiency of public services,
including in the land sector. In Bangunkerto Village, Turi District, Sleman Regency,
land data management is still conventional and not yet digital. Land information
such as Letter C data, land registration books, and land maps are still stored
manually, making it difficult to search for data, update information, and provide
services to the community. This condition shows the need to develop a land
information system that is able to manage and present data effectively and support
orderly land administration at the village level.

This study aims to identify the needs of a land system that is in accordance
with conditions at the village level and to design a system that is in accordance with
the information needs of users. The research method uses the Research and
Development (R&D) method and the requirement engineering approach with data
collection techniques through interviews, observations, and questionnaires. The
results of the needs are analyzed qualitatively and quantitatively, then poured into
the design of an information system using Unified Modeling Language (UML)
modeling which includes use case diagrams, class diagrams, and Activity diagrams.
Evaluation of the design system is carried out using the End User Computing
Satisfaction (EUCS) and Importance-Performance Analysis (IPA) methods to
measure satisfaction and improvement priorities from the user side.

The results of the study indicate that the community and village officials need
a system with interactive map features, land data search, dashboard, and role-
based access. The evaluation results using the EUCS and IPA methods show that
the designed land information system has met most of the user needs, both in terms
of functionality and ease of use. Evaluation of the conceptual design of the system
shows that four out of five variables are in the very satisfactory category, although
there are several aspects that need to be improved. With this system, the village
government is expected to be able to more easily record, maintain, and present land
information, as well as improve the quality of service to the community. The results
of the study indicate that the community and village apparatus need a system with
interactive map features, land data search, dashboard, and role-based access. The
evaluation results using the EUCS and IPA methods show that the designed land
information system has met most of the user needs, both in terms of functionality
and ease of use. Evaluation of the conceptual design of the system shows that four
out of five variables are in the very satisfactory category, although there are several
aspects that need to be improved. With this system, the village government is
expected to be able to more easily record, maintain, and present land information,
as well as improve the quality of service to the community.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi terjadi sangat pesat disebabkan oleh
adanya teknologi internet. Hadirnya internet membuat seluruh aspek kehidupan
dapat memanfaatkan teknologi ini seoptimal mungkin termasuk dalam aspek
pemerintahan. Pemanfaatan internet dalam aspek pemerintahan diharapkan
dapat mempercepat tercapainya e-government yang akan bermanfaat untuk
seluruh masyarakat (lbrahim and Maita, 2017). Teknologi yang semakin
canggih juga dapat menghasilkan sistem informasi yang memudahkan
pengolahan data sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas kerja
(Anggiawan, Pandie and Boru, 2018). Teknologi tersebut memungkinkan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakat dan
memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik di sektor pertanahan
merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan
kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan informasi pertanahan
yang berkualitas. Pelayanan publik di sektor ini masih menghadapi sejumlah
kendala, terutama dalam proses penyampaian informasi pertanahan. Pernyataan
tersebut dikuatkan oleh fakta bahwa data pertanahan yang tersedia saat ini masih
berbentuk dokumen fisik yang mengakibatkan kesulitan dalam pencarian dan
penyajian informasi tersebut (Hasyim et al., 2016). Pemerintah saat ini berusaha
memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan masyarakat serta memiliki peran penting dalam stabilitas

pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan



pelayanan publik adalah dengan menyediakan informasi kepada masyarakat
melalui sistem informasi.

Sistem informasi merupakan serangkaian proses yang terorganisir untuk
mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data. Sistem
informasi juga mencakup cara-cara terstruktur untuk menyimpan, mengelola,
mengendalikan, dan melaporkan informasi, sehingga sebuah organisasi dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Krismaji, 2015). Pemanfaatan sistem
informasi yang fleksibel dan terintegrasi merupakan aspek penting untuk
memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan
tersedia secara cepat, akurat, dan relevan (Tanjung et al., 2024). Integrasi antara
sistem informasi dan teknologi informasi dalam pengumpulan, pemrosesan,
serta pengolahan data telah mempercepat dan meningkatkan efisiensi serta
efektivitas dalam memperluas jangkauan pelayanan dan interaksi.
Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi saat ini telah memenuhi
kebutuhan akan informasi, termasuk informasi terkait pertanahan (Baary,
Yuwono and Doyo, 2012). Kemajuan ini sangat penting dalam mendukung
transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam sektor publik, di mana akses
informasi yang cepat dan akurat dapat meningkatkan kualitas layanan serta
kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

Akses terhadap informasi pertanahan merupakan salah satu elemen
penting dalam pengelolaan negara untuk mendukung perencanaan, perancangan,
dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah. Upaya yang dilakukan
pemerintah dalam memberikan informasi pertanahan adalah dengan
membangun Sistem Informasi Geografis atau sering disebut Sistem Informasi
Pertanahan (Nugraha, Muryono and Utami, 2021). Nugroho (2012), berpendapat
bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah sebuah sistem yang
dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung
pengelolaan pertanahan dengan menyediakan informasi terkait bidang tanah,
sumber daya yang ada di atasnya, serta perbaikan yang telah dilakukan pada
tanah tersebut. Sebelum adanya kemajuan dalam sistem informasi dan teknologi
informasi seperti saat ini, indonesia telah menerapkan Sistem Informasi

Pertanahan secara konvensional yaitu dengan mengelola basis data terintegrasi



antara data grafis (peta) dan data non-grafis (atribut persil) (Baary, Yuwono and
Doyo, 2012). Pengelolaan sistem informasi pertanahan secara konvensional
memiliki banyak keterbatasan seperti memerlukan banyak waktu dan tenaga,
data sulit digabungkan dengan data lainnya, serta keterbatasan dalam penyajian
dan pembaharuan informasi. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah
perlu segera mengembangkan sistem informasi pertanahan yang lebih
terintegrasi dan mudah diakses oleh berbagai pihak sehingga masyarakat dapat
memperoleh informasi pertanahan lebih cepat dan akurat.

Pemerintah Republik Indonesia telah berinovasi terkait dengan Sistem
Informasi Pertanahan yang dapat memuat berbagai macam informasi. Beberapa
instansi  pemerintah telah menyediakan informasi pertanahan seperti
Kementerian Desa yang memiliki data terkait batas administrasi wilayah desa,
Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memiliki data toponomi lahan, dan
Kementerian ATR/BPN yang memiliki data pertanahan berbasis bidang tanah
(Sidig, 2024). Untuk mendukung kemudahan akses bagi masyarakat,
Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan platform digital seperti Bhumi
ATR/BPN dan Sentuh Tanahku yang berisi berbagai informasi pertanahan dan
dapat diakses secara bebas. Aplikasi Sentuh Tanahku menyediakan informasi
mengenai persyaratan, biaya, dan estimasi waktu penyelesaian layanan
pertanahan serta memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi bidang tanah.
Meskipun demikian, aplikasi ini masih memiliki kelemahan dalam proses
verifikasi pengguna akun dan keterbatasan data pertanahan (Harahap, Ferdinand
and Harinie, 2023). Proses verifikasi identitas pengguna terkadang menghadapi
kendala, khususnya saat terjadi kepadatan pada server, yang mengakibatkan
peningkatan waktu tunggu bagi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh
fitur dalam aplikasi (Noer et al., 2024). Sebagai solusi yang lebih baik,
pemerintah meluncurkan Bhumi ATR/BPN yang diklaim memiliki data
pertanahan yang lebih lengkap dan pengoperasian yang lebih mudah. Platform
ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses peta interaktif,
alat pencarian lokasi, serta informasi geospasial terkait pertanahan sehingga
diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan

informasi pertanahan. Meskipun demikian, aplikasi Bhumi ATR/BPN memiliki



data pertanahan yang terbatas pada data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN
dan belum tersinkron dengan data dari instansi lain, sehingga masih terdapat
kendala dalam memperoleh informasi pertanahan yang lebih lengkap (Brilianto,
Sancoko and Ramadhani, 2023).

Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah  Lengkap
Kota/Kabupaten tahun 2019 yang dimaksud data pertanahan adalah informasi
yang berkaitan dengan bidang tanah yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran
tanah. Data pertanahan meliputi Peta Pendaftaran, Surat Ukur, dan Buku Tanah.
Meskipun berbagai platform digital seperti Sentuh Tanahku dan Bhumi
ATR/BPN telah dikembangkan untuk mempermudah akses informasi,
keterbatasan data yang disajikan serta belum tersinkronnya informasi dari
berbagai instansi menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data pertanahan
yang lebih lengkap. Ketidakterpaduan ini berdampak pada masyarakat yang
masih mengalami kendala dalam mengakses informasi penting, seperti
kepemilikan tanah, batas administratif, hingga kewajiban perpajakan. Oleh
karena itu, diperlukan pembangunan basis data pertanahan yang terintegrasi dan
berkualitas. Basis data pertanahan yang berkualitas harus segera dibangun guna
mendukung pelaksanaan pelayanan publik di bidang pertanahan (Permadi,
2021).

Pembangunan basis data pertanahan yang terintegrasi menjadi langkah
penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia
termasuk salah satunya dalam pelayanan administrasi pertanahan di tingkat desa.
Data dan informasi yang tidak terintegrasi belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah desa, baik sebagai acuan dalam
pengambilan kebijakan pembangunan desa maupun dalam memberikan layanan
kepada masyarakat (Sidig, 2024). Lutfi and Hidayatullah (2017) mengatakan
bahwa pemerintah desa berperan sebagai agen terdepan yang langsung
berinteraksi dengan masyarakat, salah satunya dalam memberikan layanan
administrasi pertanahan.

Hasyim, Setyawan and Maulan (2016), mengatakan bahwa penyediaan
informasi dan pelayanan di bidang pertanahan merupakan salah satu tupoksi

yang dimiliki oleh Kasi Pemerintah di tingkat desa untuk melayani masyarakat



umum. Untuk memberikan layanan tersebut, diperlukan data dan sistem
informasi pertanahan yang terorganisir dan terstruktur dengan baik di tingkat
desa. Pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat
ditemukan dalam kegiatan administrasi desa (Sidiq, 2024). Basir et al. (2020),
mengatakan bahwa administrasi desa merupakan rangkaian proses pencatatan
data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa.
Dengan demikian, sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan dikelola
dengan baik di tingkat desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan
efektivitas pelayanan pertanahan dalam administrasi desa.

Desa atau kalurahan adalah satuan pemerintahan di Indonesia yang sama-
sama berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan
publik. Merujuk pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pedoman Kelembagaan Urusan  Keistimewaan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kalurahan, nomenklatur desa di Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki perbedaan spesifik dibandingkan dengan daerah lain,
yakni desa disebut sebagai kalurahan. Salah satu kalurahan yang melakukan
layanan administrasi serta menyediakan informasi fisik dan yuridis terkait
pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kalurahan Bangunkerto.

Kalurahan Bangunkerto yang terletak di kecamatan Turi merupakan pintu
masuk kawasan wisata kecamatan Turi. Kalurahan Bangunkerto memiliki
potensi pembangunan daerah yang besar dengan keberadaan agro wisata yang
cukup banyak. Secara spasial, kalurahan bangunkerto memiliki banyak persil
yang telah terdaftar melalui proyek-proyek pendaftaran tanah seperti PTSL,
Redistribusi Tanah, maupun kegiatan pendaftaran tanah lainnya. Bidang tanah
yang ada di kalurahan bangunkerto sampai dengan saat ini berjumlah 9.938
bidang. Akan tetapi hasil data spasial tersebut belum diwadahi dalam satu basis
data sehingga informasi-informasi pertanahan yang sudah ada tidak dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat Kalurahan Bangunkerto.

Terbatasnya data pertanahan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan
menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan pertanahan di tingkat
kalurahan. Basis data pertanahan di tingkat kelurahan dapat berfungsi sebagai
sistem penyaring, sehingga apabila terdapat pengusulan pendaftaran tanah pada



objek yang sama, maka proses pengurusan secara otomatis tidak dapat
dilanjutkan (Ramadanu, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah
Bangunkerto, diketahui bahwa data mengenai bidang tanah yang dimiliki oleh
pemerintah Kalurahan Bangunkerto masih terbatas pada bentuk peta bidang
tanah dan buku registrasi bidang tanah kalurahan yang menyebabkan kesulitan
dalam proses pencatatan dan penelusuran data. Selain itu, kondisi di kantor
menunjukkan bahwa data pertanahan kalurahan masih tersimpan dalam bentuk

fisik, seperti buku Letter C serta tidak terawat dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan,
menyatakan bahwa Lurah memiliki fungsi dalam melakukan pembinaan terkait
urusan pertanahan serta melaksanakan administrasi pertanahan dengan
dukungan dari Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya). Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi pemerintah desa/kalurahan dalam pengelolaan data
pertanahan, perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk mencatat,
menyimpan, dan memperbarui dokumen pertanahan seperti Letter C, yang
mencakup informasi mengenai pemilik, nomor register, luas, nomor persil, kelas
desa, dan sebab terjadinya perubahan bidang tanah (Kusna, Santi and Febrinita,
2024). Buku Letter C telah digunakan sejak masa kolonial Belanda dan sampai
saat ini masih menjadi salah satu dokumen penting dalam penelusuran riwayat
kepemilikan tanah, khususnya bagi tanah yang belum bersertifikat. Proses
pendaftaran tanah pertama kali atau pengurusan hak atas tanah sangat
bergantung pada data awal yang terdapat dalam dokumen tersebut, seperti Buku
Daftar Pajak dan Letter C, yang menjadi acuan dalam menentukan legalitas
bidang tanah. Pengelolaannya perlu dilakukan secara rutin dengan pembaruan
data setiap kali terjadi perubahan terkait bidang tanah demi terwujudnya tertib

administrasi pertanahan kalurahan.

Kemudian terdapat beberapa masalah mengenai tanah kas desa yang masih
sulit untuk diidentifikasi penguasaannya. Pada beberapa kasus terdapat kesulitan
dalam mengidentifikasi pemilik bidang tanah dikarenakan adanya perubahan

pemilik. Perubahan data terkait objek maupun subjek bidang tanah tidak lagi



diinventarisasi oleh pemerintah desa, karena sebagian proses peralihan hak
seperti jual beli dan hibah dilakukan tanpa melibatkan pihak desa. Situasi ini
menunjukkan bahwa diperlukan sistem pendataan pertanahan yang lebih modern
dan terintegrasi guna meningkatkan akurasi, pemeliharaan, serta transparansi

dalam pengelolaan data pertanahan di Kalurahan Bangunkerto.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas perlu dilakukan perancangan
suatu sistem informasi pertanahan yang dapat mewadahi seluruh basis data
pertanahan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pertanahan di Kalurahan

Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”.
. RUMUSAN MASALAH

Dari paparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat
diambil yaitu :
1. Bagaimana kebutuhan sistem informasi pertanahan pada tingkat kalurahan?
2. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi pertanahan di kalurahan

bangunkerto yang sesuai dengan kebutuhan pengguna?
.BATASAN PENELITIAN

Dari indentifikasi masalah tersebut perlu diberikan batasan masalah untuk
memfokuskan penelitian dan agar permasalahan tidak terlalu meluas.
Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem Informasi Pertanahan yang dijadikan objek penelitian adalah alat
informasi pertanahan di kalurahan yang terdiri dari komponen hardware,
software, dan database yang mencakup seluruh bidang tanah di kalurahan
Bangunkerto.

2. Perancangan sistem informasi pertanahan berfokus pada analisis kebutuhan
pengguna dan kebutuhan sistem.

3. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan aparat kalurahan

bangunkerto dan masyarakat bangunkerto.



D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan, yaitu :

a. Untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi pertanahan pada tingkat
kalurahan.

b. Untuk merancang sistem informasi pertanahan di kalurahan bangunkerto
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain :

a. Bagi masyarakat umum dan masyarakat Kalurahan Bangunkerto
(khususnya) penelitian ini menghasilkan desain sistem informasi
pertanahan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi
pertanahan di kalurahan bangunkerto.

b. Bagi pemerintah kalurahan bangunkerto penelitian ini dapat mengetahui
administrasi dan tata kelola informasi pertanahan sehingga dapat
memberikan pelayanan informasi pertanahan yang lebih baik kepada
masyarakat.

c. Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu
pengetahuan dan referensi di bidang pertanahan terkhusus dalam
menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem pada sistem

informasi pertanahan.



BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kebutuhan sistem
informasi pertanahan di Kalurahan Bangunkerto, dapat disimpulkan beberapa

hal, antara lain :

1. Kebutuhan sistem informasi pertanahan di tingkat kalurahan mencakup
kebutuhan akan digitalisasi data pertanahan yang selama ini masih dikelola
secara manual sehingga menyulitkan proses identifikasi serta pelayanan
informasi kepada masyarakat. Analisis kebutuhan dilakukan melalui
pendekatan rekayasa kebutuhan melibatkan wawancara, observasi, dan
kuesioner kepada aparat Kalurahan Bangunkerto, masyarakat umum, dan
pihak-pihak terkait yang berpotensi sebagai pengguna sistem informasi
pertanahan kalurahan. Proses ini menghasilkan identifikasi kebutuhan
fungsional seperti informasi pertanahan, panduan, fitur pencarian,
dashboard, menu pengelolaan data pertanahan, peta interaktif, galeri peta,
serta kebutuhan non-fungsional seperti perangkat keras dan perangkat lunak
untuk pengelolaan data, kebutuhan server/penyimpanan data, kemudahan
penggunaan, akurasi, dan aksesibilitas informasi.

2. Proses perancangan sistem informasi dilakukan dengan metode UML (Use
Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram) untuk
mendeskripsikan struktur sistem. Desain konseptual sistem ini kemudian
diuji dengan pendekatan End-User Computing Satisfaction (EUCS) dan
Importance-Performance Analysis (IPA), yang menunjukkan bahwa
rancangan sistem secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan

pengguna, meskipun aspek tampilan masih perlu disempurnakan.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka saran yang
dapat diberikan antara lain :

a.

Pemerintah Kalurahan Bangunkerto diharapkan segera
mengimplementasikan sistem informasi pertanahan yang telah
dirancang guna meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan dan
kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Pemeliharaan dan pembaruan data pertanahan harus dilakukan secara
berkala agar sistem tetap relevan, akurat, dan up to date, khususnya
terhadap data perubahan kepemilikan tanah dan pemanfaatannya.
Pelatihan penggunaan sistem perlu diberikan kepada aparat kalurahan
dan pihak-pihak terkait agar dapat mengoperasikan sistem dengan
optimal dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
efektif.

Integrasi data dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan
Dinas Pajak agar informasi yang tersedia dalam sistem menjadi lebih
lengkap, terpercaya, dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai
keperluan pembangunan dan pelayanan.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk melanjutkan pada tahap
implementasi sistem informasi pertanahan yang telah dirancang,
sehingga efektivitas dan efisiensi sistem dapat diuji secara nyata di
lingkungan Kalurahan Bangunkerto.
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